
 

WALIKOTA PADANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA PADANG 

 
NOMOR   11    TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA  

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PADANG, 
 

Menimbang    :  a. bahwa untuk meningkatan kualitas dan kinerja            

pelayanan puskesmas Kota Padang dalam penyelenggaraan 

praktik bisnis yang efektif, efisien, sehat dan transparan 

diperlukan ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau dan 

berkualitas; 

     b. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan barang dan jasa 

tersebut, perlu diatur jenjang nilai pengadaan barang dan jasa 

pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas; 

   c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa pada 

Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang; 

 

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 

Nomor 20); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5679 ); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3164); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang 

Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 

2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada 

Badan Layanan Umum; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang 

Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, 

Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 

2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Badan Layanan Umum; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 

2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan 

Anggaran Badan Layanan Umum; 

 



MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI 
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PUSKESMAS KOTA 
PADANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Padang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padang dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Padang. 

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang. 

6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah 
Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa 
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS 
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 
jaminan sosial; 

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.  

10. BLUD Puskesmas Kota Padang adalah gabungan dari unit Puskesmas di 
Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD. 

11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 

12. Kepala BLUD adalah Pimpinan BLUD Puskesmas Kota Padang. 

13. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS. 

14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah 

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, 

kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD. 



15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD 
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan 
yang tidak perlu dibayar kembali. 

16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi 
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. 

17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar 
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasionsl 
BLUD.   

18. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada 
batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. 

19. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. 

20. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna 
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan 
nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

21. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi 
pemerintah yang bersifat struktural maupun non struktural yang bertugas 
untuk menangani pengadaan pengerjaan barang/jasa pemerintah secara 
terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

22. Panitia Pengadaan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala BLUD yang 
ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa 
keperluan Puskesmas. 

BAB II 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 2 
 

(1). Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas meliputi : 

      a. Barang;  

b. Pekerjaan Konstruksi; 

c. Jasa Konsultasi; dan 

      d. Jasa lainnya. 

(2). Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa 

Pemerintah. 

(3). Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisien, 

efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek 

bisnis yang sehat. 

Pasal  3 

 

(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa 

pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud Pasal 2 ayat (2), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau 

efisiensi; 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap 

pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :  



a. Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 

b. hibah; 

c. retribusi yang sah sesuai Perda dan; 

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang 

ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas  dengan mengikuti prinsip-prinsip 

transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis 

yang sehat; 

(4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah 

dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi 

hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi 

BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.  

 

Pasal 4 
 

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilakukan oleh Kelompok Kerja pada ULP dan/atau Pejabat Pengadaan.  

(2) Kelompok Kerja ULP dan Pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang 

memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang 

bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan. 

BAB III 
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 5 
 

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut : 

a. Pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung 

dengan bukti pembelian atau kwitansi; 

b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan 

Surat Perjanjian Kerja (SPK); 

c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan kontrak; 

d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) 

dengan metode sebagai berikut : 

(a) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; 

(b) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; 

(c)  Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi. 



e. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima 

milyar rupiah) dengan metode pelelangan umum/seleksi umum. 

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak 

diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. 

 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 6 
 

Untuk pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 

yang dibutuhkan segera dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan 

langsung disertai dengan justifikasi pimpinan/dokter. 

 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

Peraturan Walikota  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang. 

 

 
Ditetapkan di Padang 
pada tanggal 9 Februari 2016 

WALIKOTA PADANG, 
 

ttd 

 

MAHYELDI 

 

 

Diundangkan di Padang 

pada tanggal  9 Februari  2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG 

 

ttd 

 

       NASIR AHMAD 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 11. 

 

 

 

 




